BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

yang akan menjadi lapis acs ddru.” Pemberlakuan undang-

undang ini mengalami banyak masalah dalam penerapannya di Sumatera Barat.

1 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik
Indonesia 1926-1998, Jakarta: Buku Obor, 2005, hal. 407.

2 Ibid., hal. 406.

3 Ibid., hal. 407-408.



Hal ini disebabkan karena nagari adalah lembaga sosial politik yang membudaya
di Sumatera Barat dan segala upaya yang dilakukan untuk mengubahnya selalu

gagal. Selain itu pembentukan pemerintahan desa yang sekaligus menghapus

sistem pemerintahan nagari ini, dan berpotennsi menghilangkan identitas sebagai
sayang sejatinya
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prigkabau) dapat dianggap

disetujui pada tanggal 10 Novet
Pada tanggal 1 Agustus 1983 Undang-Undang dan Perda tentang

Pemerintahan Desa secara efektif telah mulai dilaksanakan di wilayah Sumatera

4 Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi, Yogyakarta:
Citra Pustaka, 2006, hal. 265.
5 Ibid., hal. 265-266.



Barat. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Sumatera Barat
No.162/GSB/1983. Sebelumnya, sejak Oktober 1982, Pemda Sumatera Barat
telah menyiapkan sebanyak 277 Desa Pilot Proyek. Di samping itu, Pemda

sejumlah penataran, pelatihan, serta

Sumatera Barat juga telah melakukan
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daripada sebelumnya.®
Peningkatan jumlah dana pembangunan yang diterima, tidak serta-merta

menghilangkan permasalahan yang ada, karena kemudian muncul permasalahan

6 Ibid., hal. 266.
7 Audrey, op. cit, hal. 407-408.
8 Ibid., hal. 409.



baru pada tiap jorong yang telah menjadi desa seperti kurangnya sumber daya,
kurangnya fasilitas, adanya pandangan rendah terhadap kepala desa, serta

terjadinya perpecahan wilayah nagari. Akhirnya pada tahun 1988 dilakukan

Untuk itu memeliltara=s fian adat, maka pemerintah

Sumatera Barat mengeluarkan Perda No.13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera

9 Gusti, op. cit, hal. 266-268.
10 Audrey, op. cit, hal. 409.
11 Ibid., hal. 410.



Barat. Peraturan ini berusaha mempertahankan beberapa kekuasaan tradisional
nagari dengan mendirikan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun lembaga ini

kekurangan kekuasaan dalam urusan pemerintah yang aktual.'? Sebagai akibatnya,

——

KAN setempat pada tahu t fitiah terdiri dari 14 jorong,

yakni Jorong Kuruak, Bulaan Kamba, Koto Baru, Balai Bagamba, Kampuang Pili,

12 Audrey, op. cit, hal. 411.

13 Ibid., hal. 411.

14 1bid.

15 BPS, Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997, hal. 3.



Lurah Surau Baranjuang, Aia Kaciak, Gurun Aua, Kubu Katapiang, Kampuang
nan Limo, Pincuran Landai, Kalumpang, Mato Jariang, dan Lukok.'® Pada periode
awal pemerintahan desa di Kubang Putiah terdapat sejumlah 14 desa di wilayah
ini, sesuai dengan jumlah jorong yang ada. Ternyata setelah melewati tahap

WEWSEEESM@WJ di 2 (dua) desa
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B. Batasan dan Rumusan Masalah

16 Ibid.



Agar penelitian ini lebih mengarah pada pokok persoalan, maka dibatasi
dengan batasan spasial dan temporal. Batasan spasialnya yaitu wilayah Nagari
Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang

merupakan objek dari penelitian ini. Batasan temporal penelitian ini yaitu mulai

dari tahun 198 RSV y 1984 dengan
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat secara lebih dekat
keberadaan pemerintahan desa di Kubang Putiah pada masa itu. Sesuai dengan
perumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan proses perubahan dari pemerintah nagari ke desa di

——

dari VOC hingga Reformast=4 entang bentuk dan corak

pemerintahan yang terdapat di Sumatera Barat sejak masuknya VOC hingga ke

pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan.'”

17 Gusti, op. cit,.



Berbicara tentang pemerintahan desa di Sumatera Barat bukanlah suatu hal
yang baru, Imran Manan dalam bukunya berjudul Birokrasi Modern dan Otoritas

Tradisional di Minangkabau (1995),'"® antara lain membicarakan tentang

A 6lech
ﬁc&%éolitik

Indonesia 1926-1998. Buktrvtas ang sejarah politik Sumatera

——

18 Imran Manan, Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau, Padang:
Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995.

19 M. Hasbi dkk, Nagari, Desa, dan Pembanguan di Sumatera Barat, Padang: Genta
Budaya, 1990.



Barat hingga periode akhir penjajahan sampai masa reformasi. Selain itu buku ini
juga memaparkan mengenai keberadaan nagari di Sumatera Barat.

Selain itu juga ada Skripsi Welhendri yang berjudul “Perubahan Corak
Pemerintahan Nagari ke Desa Melalui UU NO.5/1979 : Kasus Koto Tinggi
12TBSIAMAAE A\§ rendri  tersebut

s

ditujukan pada akibatpi -~

wilaya

20 Welhendri, “Perubahan Corak Pemerintahan Nagari ke Desa Melalui UU No.5/1979 :
Kasus Koto Tinggi Kabupaten Agam (1974-1992)”, Skripsi, Padang : Fak. Sastra Unand, 2001.

21 Yelfa Adri, “Kepemimpinan Ninik-Mamak dalam Sistim Pemerintahan Desa : Studi
Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001”, Skripsi, Padang: Fak. Sastra
Unand, 2004.

22 Suharmen, “Dinamika Pemerintahan Kenagarian Cubadak Kecamatan Talamau
Kabupaten Pasaman Sumbar 1969-1983”, Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2001.
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Kemudian juga Skripsi oleh Decky Ikhwanto, “Implementasi
Pemerintahan Desa di Guguak Malalo Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat
(1983-2001)”. Dalam tulisannya, Decky memaparkan mengenai dinamika
serta dampaknya dalam bidang

pemerintahan desa di Guguak Malalo

Kata pemerintahan berasa

23 Decky Ikhwanto, “Implementasi Pemerintahan Desa di Guguak Malalo Kabupaten
Tanah Datar Sumatera Barat (1983-2001)”, Skripsi, Padang : Universitas Andalas, 2014.

24 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta :
Gramedia, 1992, hal. 40.

25 Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
hal. 101.

26 Sartono Kartodirdjo, op.cit.
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melaksanakan sesuatu, sedangkan orang yang menyuruh melaksanakan sesuatu itu
disebut perintah. Perintah adalah adalah orang atau lembaga yang punya
kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau kelompok masyarakat.”’” Istilah

pemerintahan diartikan sebagai perbuatan atau cara yang dilakukan oleh

27 Pipin Syarifin, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung : Pustaka Setia, 2006,
hal. 72.

28 Ibid.

29 Ibid., hal. 77.
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Sedangkan pemerintahan dalam artian sempit adalah suatu lembaga yang
terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan dan tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas negara.*

Pemerintahan daerah (pasal 18 UUD 1945) menyatakan bahwa pembagian

atugn Re 'blil_'<

di agi-

30 Abu Daud Busroh. Ilmu Negara. Jakarta : Bumi Kasara, 2001, hal.81.

31 HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.
Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 2.

32 Khairani Fitri. “Peranan Pucuk Pimpinan Adat dalam Pemerintahan Desa di Nagari
Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat (1974-2016)”. Skripsi.
(Padang: Universitas Andalas, 2017). Hal. 8.

33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan provinsi, tingkatan kabupaten (kota besar), dan
desa (kota kecil), nagari, dan sebagainya.

Sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat sebelum berlakunya UU

an mengurus keperluan

masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa

34 Pemerintahan Nagari Kubang Putiah. Adat Salingka Nagari Kubang Putiah. Kubang
Putiah : Pemerintahan Nagari. 2010. Hal. 10.

35 UU No.5 Republik Indonesia tahun 1979.

36 HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.
Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 3.
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dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut.’’

Desa dapat melakukan
perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki,

kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di

]
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denganfitradisi

Rertal iBatif 1

itu maka pemerintahan Orédes pimpinan Socharto berupaya

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Ari Dwipayana, Pembakaran Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2003, hal. 2.

40 Sutardjo Kartohadikoesoemo, Desa(Yogyakarta, 1984), hal. 39.
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menjadikan  pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam setiap
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tiap daerah.*'
Mulai diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979 di Sumatera

Barat pada tahun 1983 setelah keluarnya Perda No.13 telah mengubah tatanan
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ganisasi formal pada™

bi

tetapi juga menyangkut pilia ang menang. Dalam konteks

41 Decky Ikhwanto, op.cit., hal. 11-12.
42 Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta : Sinar
Grafika. 2012. Hal. 85.
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politik pihak yang kalah harus bisa menerima apa pun keputusan yang akan dan
telat dibuat.”
Pada dasarnya konsep tentang perubahan bentuk pemerintahan dari nagari

ke desa merujuk pada suatu proses peralihan dari suatu tahapan kondisi tertentu ke

pirflya, perubahan tersck
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itian stidi il

yosmetode seja
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maupun Perpustakaan PuSat=d as. Sementara sumber arsip
seperti surat-surat, sertifikat, dan buku catatan diperoleh dari masyarakat Kubang

Putiah dan arsip serta dokumen-dokumen milik pemerintah desa, pemerintah

43 Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial (Jakarta : Yayasan Obor, 2001), hal. 235.
44 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta : Bentang, 1995), hal 89.
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kecamatan, dan pemerintah kabupaten, Badan Pusat Perencanaan Statistik
Kabupaten Agam. Penelitian ini juga memakai sumber lisan yang diperoleh
melalui wawancara dengan tokoh-tokoh maupun masyarakat Kubang Putiah,

seperti Gusmal (mantan pejabat kepala desa), Yarlis (Ketua KAN sekaligus

benar dan ada yang salah“P#g anpa penafsiran sejarawan,

data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan
keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan

menafsirkan ulang. Interpretasi ini sendiri terdiri dari dua macam, yaitu analisis
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yakni menguraikan kemungkinan yang didapat dari sumber yang telah
dikumpulkan dan sintesis yakni menyatukan sumber-sumber untuk merujuk pada
keterangan suatu peristiwa sejarah.

Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan atau

penulisan sejarah /as

BAB IV menjelask : pemerintahan desa, yakni

tentang pemilihan kepala desa, sumber pendapatan desa, serta penataan ulang

jumlah desa menjadi dua desa di Kubang Putiah.

45 Jbid., hal. 94-99.
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BAB V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari
permasalahan-permasalahan bab sebelumnya serta gambaran keseluruhan
mengenai pemerintahan desa di Kubang Putiah. Bab ini juga merupakan jawaban

atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada perumusan masalah.
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